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GUBERNUR LAMPUNG
PERATURAN DAERAII PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 25 TAIIUN 2017
TEI{TANG

PEI{YELENGGARAAN USAHA PARTWISATA
DENGAN RAIIMAT TUHAT{ YANG MAIIA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa pariwisata merupakan salah satu aspek pembangunan
di bidang ekonomi yang mampu mempercepat perkembangan
perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat telah,
ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun
2015 tentang lJsaha Jasa Perjalanan Wisata;
bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang
memiliki potensi pariwisata di Indonesia, sesuai dengan Urusan
Bidang Pariwisata terhadap pengembangan destinasi Pariwisata
yang menjadi kewenangan Provinsi dan penyelenggaraan usaha
pariwisata harus diselenggarakan secara terintegrasi dengan
rencana pembangunan pariwisata, baik nasional maupun daerah,
dan untuk mensinergikan terhadap pengembangan pariwisata
yang lebih baik, maka Peraturan Daerah Provinsi Lampr-rr-rg Nomor
4 Tahun 2O15, perlu disesuaikan kenrbali dengar I rrarliran
penyelenggaraan usaha pariwisata;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam
huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Usaha Pariwisata;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneia
Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang F"enetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahur-r
1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor B) menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2688);
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Incionesia Tahun 2OO9 Nr_,nror 1i.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 49o6);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OOg tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indor,esii
Tahun 2OO9 Nomor lI2, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038.);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentangPemerintahan Daerah (l,embaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambihar-r L e,nbara,rNegara Republik Indonesia Nomor S5B7) sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir ciengan Undang_"Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan ftedua Atas"U"Oa.rglUndang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang pemerintahan Dae.ai
lLeTbTan -Negara Republik Indonesia trf,"" 2015 Nomor 5gTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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6 Peraturan pemerintah 
- Nomor S0 Tahun 2lllRencana Induk pe-mbangun-an - - x"i"iiii"utu".,Tahun 2oto-2\2s lLemUa?an- wegJi iepuUtikTahun 2O7t Nomor t2S, t^mU?tL Lembaran

. Republik Indonesia Nomor S2d2);
Peraturan pemerintah Nomor 52 Tahun 2Ol2Sertifikasi Kompetensi dan Sertifika;i"tsaha diPariwisata (Lembaran Negara n"pJfit -I"rdo.r."i"

?O!2 Nomor 1os, Tambihan L";;;"r, 'Negara
Indonesia Nonror 531 1);

7

tentang
Nasional

Indonesia
Negara

tentang
Bidang
Tahun

Republik

S Peraturan Merteri pariwisata Republik Indonesia Nomor 1 Tahun2.0 1 6 tentang penyerenggara." s..tint""i-u".rr" p".i*;;,; (BJilNegara Repubiik Indoneiia Tahun 20t6 N omor 437);
9 . Peraturan Menteri pariwisata Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2016_ tentang p.aoman Destinasi pariwisataBerkelanjutan (Berita Negar" i"pruiir.--Indonesia Tahun 2016Nomor 1303);
10' Peraturan Menteri pariwisata Republik Indonesia Nomor lg rahun20 16 tentang pendaftaran U"rfr" p"i*isata (Berita NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 No*o. iSStl; , -- -.vb*rq

I i. Peraturan Menteri pariwisata Republik IndonesiaNomor 19 Tahun . 2_016 tentang pemberlakuan WaiibSertiiikasi Kompetensi Di Bidang pi.i*""i"--iil; *;X;Republik Indonesia Tahun 2016 Irlorio. i;-rlI- - \"vrrlq rluEcuia

12. Peraturan Menteri 
-Ke^bugryi* dan pariwisata Republik IndonesiaNomor pM. 8s/HK.s o t r _Mkp / 20 ro t;;;s Tatacara pendaftaran

Usaha Jasa perjalanan Wisata;
13. Peraturan Menteri.Kcbudayaan dan pariwisata Republik IndonesiaNomor pM. 8€,/ HK.50 1 / Mke 1 zo to d;;;; Tatacara pendaftaran

Usaha penyedran Akomodasi; - ----'

14. Peraturan Menteri K_e!_ulaVaan dan pariwisata Republik IndonesiaNomor pM. 87l HK. s o t 1 wke 1 zo t o ;;;;; Tatacara pendaftaran
Usaha Jasa Makanan dan Minuman; '*'^.

15 Peraturan Menteri K-ebudayaan i""-',p*r., ri".ta Republik IndonesiaNomor pM. 8s/HK.so_,1 l\!kp/2oto d;;; Tatacara pendaftaranUsaha Kawasan pariwisata; .
i6. Peraturan Menteri Kebud.ayaan dan pariwisata Republik Indonesia

^-omor 
pM. B!, / HK. 5 o t / NJK1 / 20 to ;;;;; Tatacara pendaftaranUsaha Jasa Transportasi Wisata;

17. Peraturan Menteri K_.!ygittu" dan pariwisata Republik IndonesiaNomor pM. eolHK.s]l/MKpi;o;o ffiil Tatacara pendaftaranUsaha Daya Tarik Wrsata;
18. Peraturan Menteri 

T*-"11f""" dan pariwisata Republik IndonesiaNomor pM. el /HKsot/i*tdr, ffid:Tatacara pendaftaranu sa ha penyele 
n ggaraan Ke gi"t"" rii u".#itsan R.krea"i ;19. Peraturan Menteri K

3i;lffi rix[.",#,,J.lxx?ffi:,i
20. Peraturan Menteri *..l,"liy.ll dan pariwisata Republik IndonesiaNomor pM. 93 / HK..s o t / MKp / 20 10 i.iiire.r"*"ara pendaftaran

. x#H.,.i::1:f#_.?:xT 
^ i;ffi;:#:*,"4'".,"., r,";;i;

I



Menetapkan: pSRATURAN
PARTWISATA.

dan
GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

DATRAH TENTAI{G PENTELENGGARAAN USAIIA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

21. Peraturan Meoteri l"!_"1fye* dan pariwisata Republik IndonesiaNorrior pM. 94l HK.5 o t 1 vtke 1 zoio ;;; Tatacara pendaftaranUsaha .Iasa Konsultan pariwisata;
22 Peraturan Melteri Kebudayaan dan pariwisata Republik Indonesial'romo; pM. 95/ HK. s o t r Mkp r 20 Lo ;;;;; Tatacara pendaftaran

Usaha Jasa In formasi pariwiisata; ------"E

23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan pariwisata Republik IndonesiaNomor pM. 96l HK.s o r I MKp I 20 10 t*;fi Tatacara pendaftaran
Usaha Wisata Tirta;

24. Peraturan Menteri [eludafaan dan pariwisata Republik IndonesiaNomor 
_pM. 97lHK.s o r I MKp I 20 ro t;tad Tatacara pendaftaran

Usaha Spa;
25. Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor I Tahun 2010 tentansRencana Tata Ruang witayah l5rFwf ei""i".t ;;;;;;#i;,,i2009 sampai dens11^T1hln iozg (L;;*u, Daerah provinsiLampung Tahun 2010 Nomor l, f"'r"UJ"., kmbaran DaerahProvinsi Lampung Nomor 346);
26. Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2011 tentangKeparilisaraan (Lemh-aran Daeiah F.";i;;i Lampung Tahun 2011Nomor 6, Tan.bahan Lembaran O"..ui, p.ouirr"i f,"ri.prrrf-Nffi;3as);
27. Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2Ol2 tentanspenyelenggaraan pelayanan it.p?a"--i"; ;;;"&.#;#Daerah provinsi Lampung rahun zotz 

'Nomor 
2, TambahanLembaran Daerah provipsr -Lamp""g 

fV-o*o. iOS);
28. Peraturan Daerah provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2Ol2 tentans.Rencana Induk eembangunan ?;il;; Daerah (RIppDA)Provinsi Lampung (Lembaian o..rJ-'p.J"i.r"i r,arrrp.rrl ;;;

i:L'".-;#ii t>' rambahan Lemuaran ot.,.r, p.*rrIJ';U;#;

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DATRAH PROVINSI LAMPUNG

Dal :,.nr Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
Daerah adalah provinsi Lampung.
Pen:erintah Daerah adalah Gubernur dan
::}S:t unsur penyelenggara pemerintahan
Lampung.

Gubeinur adtrlah Gubernur Lampung.

1

2
Perangkat Daerah

Daerah provinsi

3

I

I

l

I
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4' Dewan Perwakilan-Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalahDewan perwakilan nakyat D".r"h p;;;""i t ampung.
5. Daerah adalah provinsi Lampung.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/ Kota di provinsi Lampung.7. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di provinsi Lampung.8. Dinas adalah Dinr

kepariwisat'an r.";: J?*,"f;f,[elenssarattan 
urusan pemerintahan di bidang

9' Dinas penanaman Modal dan perayanan perizinan Terpadu satu pintu Daerahyang seranj utnya disingkar DpMptsp uJaur, Dinas yang menyerenggarakan
il:H":lt*g 

penanarnan modal dan Perizinan r..p"au"s"tu'pintu Frovinsi

10. Wisata adalah U.r*]i,:1 ll{aialan yang dilakukan oleh seseorang atausekelornpok orang dengan -."g""i""gi *-p"t tertentu untuk tujuan rekreasi,
5iffijT ::i:il,: Tligt T:;,f,:}::'fl il: 

t' 
" " 

rt',' ii'. ll,ir* i", *, " vu,,s
1 1' Pariwisata adalah 

!1!asar macarn kcgiatan wisata dan didukung berbagai
i1.J:Hd:.n",ffi:l;;ilT: d;.;;;;" oreh *;;r*;;;- pengusaha,

12 Tanda Daft.r Usaha^l1i-t:uo yang selanjutnya disebut TDUp adarah Tanda
3;-ki"Y;1" 

Pariwisata sebagai .vir"i-r.,t t melaksanakan kegiatau usaha

13' cabang Biro periaranan wisata adalah unit usaha biro perjaranan wisata yangberkedudukan di wilayah 
"a*i"i"tr.i:i y"r,g ,"-. dengan kantor pusatnyaatau di w,avah administratif rain van! me'tits"r,at.n k.gil;;kr;;;r pusat.

'- Iil,ffi;',1"i;#1".*1":fflah orang atau sekerompok orang yang melakukan

' 
t 

3::.:11 -tti" 
pSiY-,"ata,vans. selanjutnya disebut Destinasi pariwisata ada.lahKawasan geografis yang berada aaam satu atau lebih witayar, aiministratify^11S..,^d^i--d"tamnya'. teidapat aaya-ta.if, *isata, fasilitas "r**, fas,itas

L#j:,Xff[[j:'J',t3."i,::rta masvarakat vans sating terkait a-a,i'merengrapi

i 6' Tanda Daftar Usaha pariwisata yang seranjutnya disingkat rDUp adalah
1,".1-,:,:r:J:::x"lTg#i:,.Lk"';-kG;"iJ'*'.,i.p*r*i*L,i,turaapat

17

18

19

Pelayanan Terpadu satu Pintu yang seranjutnya disiagkat prsp adalahpelayanan secara terinteg..ri ouiui*.it" ;;J;." proses dimulai dari tahappe rmoh onan sampai o.i*..l,^ lil", p.;;;ti;;.ndaftaran usaha melatui satuprntu pada DpMpTSp provinsi Lampung.
sertirrkasi adalah *"qlil:'l kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitanoengan 

.pemberian jaminan tertulis brh;;;;;.perscnal. telah menienur,i 
",a.,aa. Jalltal ..i.1il*.i.r'"a, 

sistem, proses, atau

i::' 1,..311- i !fi ;Ex"-t;i*l-,u:,::' ii[.b:"': sertinkat kepada usaha
dan pengelolaan usaha pariwfsata -'.ilri;;;"t 

produk pariwisata, pelayanan

Standar Usaha pariwir
dan /arau r.rrsnr.""i-';:n."til]",#,T"H.u".lifikasi usaha pariwisata
pelayanan dan pengelola"., ,"rh" pr.iul"lrJ 

*'g mencakup aspek produk,

20.
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BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

BAB IV
JENIS BIDANG USAIIA PARIWISATA

Pas{l'S
(1) Bidang r.rsaha pariwisata di Daerah meliputi:

a. .;asa perjalanan wisata;
b. usaha penyediaan akomociasi;
c. usaha jasa makanan dan minuman;

2l sertifikat Usaha pariwisata adalah blkti tertulis yang diberikan oreh rembagasertifikasi usaha pariwisata kepada u.at a pari*isata yang telah memenuhista ndar usaha pariwisata.

22' Lembaga pen,aian 
5:_"-""i"1 yang selanjutnya disingkat LpK adalah lembagayang melakukan kegiatan untuk rienitai"bahwa b*;;,1;;;, :ffi;*, proses,atau personal telah memenuhi persyaratan acuan.

23' Lembaga sertifikasi usaha Bidang pariwisata yang selanjutnya disebut LSUBidang pariwisata,. 
1{fl"h tembiga *unoi.i-yds ;;;;;; merakukansertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai ienian d;;;L peraturanperundang-undangan.

24' Auditor Bidar.rg 
"".iyi"?.,?.{"ng 

selanjutnya disebut Auditor adala}r seseorangyang melakukan audit di bidang pariwisata.

25. sertifikat Arlditor Bidang pariwisata yang selanjutnya disebut Sertifikat Auditoradalah bukti tertulis yang dikeluarkan -oleh 
rernbaga p"dtii;/i";ltusi yangtelah terakreditasi oleh lembaga akreditasi berwenang dan ditunjuk olehKementerian.

pasal 2

Penyelenggaraan usaha pariwisata dimaksudkan untuk memberikan pedomandalam penyelenggaraan usal-ra pariwis"tu ai O".."fr.

pasal O

Penyelenggaraan u saha pariwisata daerah bertujuan untuk:
a. menjamin kepastian hukum bagi pengusaha

menyelenggarakan usaha pariwisata;
b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihakmengenai pendaftaran usaha pariwisat-"; a".

meriberikan persyaratan daram melaksanakan sertifikasi usaha pariwisata.

Pariwisata dalam

yang berkepentingan

C

Ruang lingkup penyelenggaraan usaha pariwisata:
t 

3[?il1i"*" vang usahanva lintas kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah

b. bidang usaha pariwisata penyelenggara kegiatannya kewenangan provinsi.
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d. usaha kawasan pariwisata;
e. jasa transportasi wisata;
f. jasa daya rarik wisata;

h

usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
.1asa pramuwisata;
usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, pery'aranan insentif, konferensi danpameran;

j. jasa konsultan pariwisata;
k. usaha jasei informasi pariu,isata;
l. usaha wisrLta tirta; dan
m. usaha spa.

(2) Gubernur dapat menetapkan bidang usaha pariwisata selaindimaksud pada ayat (lj sesuai de"ngan ketentuan ;"r;;;undangan.
(3) Bidang us.aha pariwisata sebagaimana dimaksud pada avat (1)

dapat terdiri dari jenis usaha dan sub jenis 
"sah;. 

r--e $J..! t,
(4) Kerenruan lebih lrri:,, men-genai bidang usaha pariwisata sebagaimanadimaksud pada ayat (1) .huruf d, huruf e, "huruf f, n".,rf g,. t.r*f h, huruf i,hu.ufi, huruf k, huruf I dan huruf m diatur dengan peraturan Gubemur.

1

sebagaimana
perundang-

dan ayat (2)

Pasal 6-
Bidang usaha perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam pasar 5 ayat (1)huruf a meliputi jenis usaha:
a. Biro perjalanan wisata; dan
b. Agen perjalanan rvisata.

pasal 7
Bidang usaha penyediaan,akomodasi sebagaimana dimaksud daram pasar 5 ayat (1)huruf b meliputi jenis usaha:
a. hotel;

b. bumi perkemahan;

c. persinggahan karavan; / .

d. vila;

e. pondok wisata;
f. hotel non-bintang;
g. Lwme stay; dan
h. kos.

pasal g

il:lili;:.?lliiH,fiffTffi i:tTlnuman 
sebagaimana dimaksud daram pasar 5

a. restoran;

b. rumah makan;
c. bar/rumah minum;
d. kafe; \

e. jasa boga; dan
f. pusat penjualan makanan.

I



(') j';::HiX;,ot'o perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf
t 

l:::AT""an 
dan penvelenggaraan perjalanan wisata dalam bentuk paket

b. penyelenggaraan paket u,isata nasional dan internasional;c penyelenggaraan perjalarran ibadah agama dan/atau wisata rohani;d. penyelenggaraan jasa perjalan"n *is;ra r{al_am rangka *"rrarn r,g kegiatanMeeting. htcentiue, conueition, axniaitii gvlce,. 
-_-.-^* *rvrrqq^Luri

e. memberikan iayalan angkutan/transportasi wisata;f. penjualan tiket angkutan darat, laut jan udara;

7-

Pasal 9

Pasal IO

BAB V
PENDAT"TARAN USAIIA

pasal ll

h

pemesanan akomodasi.
;;;,"";.1..;;i;'""-" restoran dan tempat konvensi, atraksi wisata,
pengurusan dokumen perjalanan; dan

i"..ffffifl ,iket pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke daya

enis usaha Agen periaran.n wisata sebagaimana dimaksud daram pasat 6uruf b mencakup:

ff::ff:* 
penjualan paket wisata v-ang dilaksanakan oleh biro perjalanan

pemesanan akomodasi, restoran dan tempat konvensi, atraksi wisata dankegiatan rekreasi;
pengurusan dokumen perjalanan; dan

i...?.Ttil":iket 
pertunjukan seni dan budaya serta kunjungan ke daya

i.

(2) r
h
a.

b.

c.
d.

(1) Gubernur dapat menetapkan jenis usaha dan subjenis usaha lainnya untuk
::lXXJlXt"- 

usaha pariii""t. ."""ut-figi ketertuan pe.atura, perundang-
('' 

*"ffi,ffjllii,}}'#::"',HJffftff::*imana dimaksud pada avat (r) diatur
tt' 

i:;lt*.l"" subjenis usaha sebagaimana dimaksuct pada ayat (2) berfungsi
a. pengelolaan destinasi.parirvisata berkelanjutan (suistanable);
b. pemanfaatila ekonomi untuk masya."tu,iomf 

;

I ffllill# #H:ff adat istiadat bagi masvarakat rokal dan pengunjung;

e. pengembangan pariwisata buatan.

(1) Pendaftaran usaha pariwisara yang terdapat lebih dari.1 (satu) kabupaten/kota#ii#S[:-*pi 1 (saru) loku"i;;;h;.iiii,,".ru atau kanror ditujukan kepada

j:] iJ:1ff }x::lx6'r;ff sififfiIj f#it'#iiJ,sl.,,, r hurur i dan hurur
(3) Pendaftaran lrsaha r

p; ;;;i;;; ;#ffi ffilfi :: ;: ;#-;,#ffi fl 
,.T*.J:xf 

ix3lff 
(, ) m e rupakan



(1)

(2)

Pendaftaran usaha pariwisata dapat dilakukan secara dalarn jaringan (onrine).
Pendaftaran usaha pa:-iwisara secara daram jaringan (onnner diselenggarakansecara terpadu dalam sistem perizinan satu piirt" a-i O.lr."-tr. 

-, q.v!rLra.6<

]il;;ffi #Xi?1tr;;;tTil3ff:*sata sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

-8-

Pasal 12

Pasal 13

(3)

(1) Tahapan pendaftaran usahei pariwisata mencakup:
a. permohonanpendaftaran;

b. pemeriksaan berkas permohonan; dan
c. penerbitan TDUp.

Ketentuan Iebih laniut mengenai rahapan pendaftaran Usaha pariwisatasebagaimara dimaksud pada iyat (1) dit;;;i;a; d"rrgu'peraturan Gubernur.

(2)

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 14

lelbiavaan 
penxelengaraan pe,daftaran usaha pariwisata dapat bersumber dari

a. Anggerran penclapatan dan Belanja Daerah; dan
b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

PEMUTAI(HIRAN TDUP

Pasal lS
(1) Pengusaha Pariwisata wajib mengajukan permohonan pemutakhiran TDUpkepada prsp secara t'1"ii' ,"i;btii#;plt"..."r,, perubahan pating lambat30 (tiga puluh) hari kerja setelai ,..:.ji"vr'J.*Dahan.

ii}:fftr".:?1-.?,ffi1" dimaksud pada avat (1) mencakup paring sedikit
a. Perubahan sarana usaha;
b. Penambahan kapasitas usaha;
c. Periuasau lahan dan bangunan usaha;
d. Perubahan waktu atr
e. Nama pengusaha 

"j;,1"*"'operasi 

ilsaha;

f. Alamat pengusaha pariwisata;
g. Nama pengurus badr

badan usaha; 
an usaha untuk Pengusaha Pariwisata yang berbentuk

h. Nama usaha pariwisata:
i. Lokasi usaha pariwisata;
j. Alamat kantor pengelolaan usaha pariwisata;

(2)



Apabila be r cLasarkan pemeriksaan sebagaimana
ditemukan berkas permohonan p.*rtikhi.".,
kelengkapan, DPMPTSP memberitahuk"., s."*"
ditemukan kepada pengusaha pariwisata.
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Pasal 16

pemeriksaan kelengkapal berkas perrnohonan

dimaksud pada ayat (1)
TDUP belum memenuhi
tertulis kekurangan yang

(1) DPMP|SP melaksanakan
pemutakhiran TDUp.

(2)

(3)

(4)

(s)

(1)

(2) TDUP merupakan
paritt,isata.

(3)

(4)

k. Nomor akta pendirian badan usaha untuk pengusaha pariwisata yangberbentuk badan usaha atau 
"o-oi^- r[.t tanda penduduk untukPengusaha pariwisata perseorangan; atau

l Nama, nomor, dan tanggal izin teknis yang dimiliki pengusaha pariwisata.
Pengajuan perrriohonan pemutakhiran TDUp disertai dengan dokumen terkait.
Pengajuan dokumen terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikandalam bentuk salinan 

,y,,.,g tilah dilega-lisasr sesuai dengan ketentuanpera turar) r.'r r rn dang-u nda: rgan.
Pengusaha Pariwisata wajib menjamin dengan pernyataan tertulis bahwadokumen .terkait yang disamoaikan sebagai-i"" ai*uf."ra p.j. ,yr, fil au.ayat (4) adasrh absah, benar dan sesuai dlngan fakta.

(s)

Pemeriksaan sebagaimana. 
. dinraksud pada ayat (1) dan pemberitahuankekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat ttzt ai""i.""ii-"rip.ii"g'i"*u",

{3ta1n 
jals}a waktu 2 (duat hari kerja sejak permohonan pemuti.rriiin rouediterima DPMPISp.

Apabila DIr,'r4PTSp tidak rnemberitahukan secara terturis kekurangan yangditemukan dalam jangka 
.waktu 2, (dua) hari kerja 

"..;J-[.ilofro.r".,pemutakhiran TDUP diterima, maka permohonan ' p"*,r-t.ttii.oo TDUPdianggap lengkap.

DPMPTSP menerbitkan pemutakhiran TDU. untuk diserahkan kepadaPengusaha Pariwisata paring rambat dalam jangka *"r.t" i 1""t"f il.r ".,.ur,permohonan pemutakhiran TDUp dinyatai<an a6u aianggap L"gilap. 
.. "

BAB YII
PEI{YELENGGARAAN SERTIFII(ASI

Pasal 17

Setiap tenaga kerja di !i.{r"* n{iyjsa^ta yang bekerja di Daerah, termasuktenaga kerja asing, rx'ajib mem,iki s..iintit Kompetensi 
""",r"i-'a.rrg"r,ketentuan peraturan perund.ing_unaarrg"rr. 

------*

persyaratan dasar dalam pelaksanaan sertifikasi usaha

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 18
) Setiap orang berhak:

a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
b. melakul<an usaha parirvisata;

1
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sama dalam berusaha di bidang

c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.

t'' i'.tflfi?*i:r###xy,ffI", di da.ram dan di sekitar destinasi pariwisata
a. menjadi pekerja/buruh
b. konsinyasi; dan/ atau
c. pengelolaan.

Pasal 19
Setiap pengusaha pariwisata berhak:
a. mendapatkan kesempatan yang

kepariwisataan;

membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan

dengan ketentuan peraturan perundang_

b

c.

d. menciapatkan fasilitas
undangan.

ses ual

Pemerintah DaerrLh berkewajiban:
a' menyediakan informasr^kepa-riwisataan, perlindungan hukum, serta keamanandan keselamatan kepaoa wlsatawan di Daerah.
b' menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yangmetipu ti te rb u kanya keie mpatan y;;; ;; ;" - -il;1;;;, irllrl",it."r a.,,memberikan kepastian hukum al ba.i"fr-- 

*

c memelihara, mengembangkan dan melrstarikan aset nasionar dan daerah yangmenjadi daya tarik wisatidan 
"".t pot!""i"iyang berum tergali di Daerah; dand' mengawasi dan mengendarikan kegiatan kep-ariwisataan datam rangkamencegah menanggulangi berbagai a^--p"t .r"g.tif bagi masyarakat luas.

Bagian Kedua

KewaJiban

Pasal 2O

Pasal 21
Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:
a' menjaga dan menghormati norma agama, aciat istiadat, budaya dan nilai_nilaiyang hidup dalam masyar^krt 

"";;;;;.b. rnemberrkan informasi yang akurat dan bertanggung jawabc. memberikan pelayanan yang ddak diskriminatif.
d. memberikan kenva

keselamatan _i""r"**1r.., 
keramahan, perlindungan keamaran, dan

e

f.

c

h

memberikan oerlindunpy.d;;;;'k"ii"*;'t"""*^" asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan

il:,?:fr'X?f,:*l:?:T^"" trengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat
m e n gu tamak"" 

. r.r**i6 
_rr';"!.,1 

. 

ffiIilJ":.-:T;,, ;;:u' or..negen, dan memberikan kesempatan t.p.ai t.i.ga keq.a lokat.meningkatkan kompetensi tenaga kerja melarui peratihan dan pendidikan.
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BAB D(
PEMBINAAN DAN PENGAtrIASAN

Baglan Kesatu
pembinaan

pasal 22
(1) Gubernur melakukan pembinaan dal{m rangka 

-pendaftaran usaha pariwisataberdasarkan ketentuan peratur€rn perundang_undangan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) clapat berupa:

a. sosialiasi;

b. pemantauan;

c. evaluasi, dan/atau
d' pelaksanaan bimbingan teknis penerapan pendaftaran usaha pariwisata.

pasal 29
(1) Gubernur melakuke

sertifikasi bidang ou#r"lut#o'"aan 
dalam pelaksanaan pemberlakuan wajib

(2) Pernbinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa sosialisasi,i*fff,.il.::ffffiiltr'il;G;lJr..,i. p"*u"d;k"; ;;j; serti'kasi

(1)

.Ti"il 
";1-Ie f;: *H :H: ffi H de 

ba*ai m an a dimaksud daram pa sal 2 2
(2) liT sebagairnana dimaksud pada avatGubernur dan dikoordin."it." 

"i#bi#J'
(1) dibentuk dengan Keputusan

Pasal 24

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 25
(lJ Pengawasan oleh 

":?::,Hr dilakukan meralui ev=ru.a1i laporan pelaksanaanpem berl ak u. r : i u.aj i b Serri hka si Kompete.rri"Sro"rrg pariwisata.
(2) Sertifikat Kompetens .

3eterym u..i#;;"1 vang telah dimiliki ,ilu*..ke{a di bidang pariwisata
berlakunya 

"e.tifi(at. 
Peraturan Daerah ini, tetalp b;;"k"-;#;;'*n.ot" *""u

t 
i:m:f*#'L"3#ffiu,lo"' pengembangan prasarErna dan prosram

j turut serta mencegah see3.l1 bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dankeglatan yang melanggar hukum ai fingkungan tempat usahanya.k. menreliharan lingkungan yang sehat, bersih dan asri.l. memelihara kelestarian lingkungan alam cian budaya.* 
i1._?:gi^:irra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan kegiatan usahaKeparlwtsataan secara bertanggung jawab.

n' menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan, vvvsq \'r-'Einr



(1)

(2)

Gubernur melakukan penga
berdasarkan ketentuan pera
Pengawasan sebagaimana d
sewaktu-waktu ke lapangar
dengan TDUp.

Pasal 26

.y-Ti" dd*T rangka pendaftaran usaha pariwisatarura_n perundang_undangan.

1*"k:"d pada ay.at (1) dapat berupa pemeriksaan1 untuk memastikan kesesuaian t"gl;"-;".h"
/'

-12-

Pasal 27

BAB X
PELAPORAN

Pasal 28

(3) Pengawasan sebagaimana crimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan denganmelibatkan tim teknis yang dibentut a.'"g." Keputusan Gubernur.

(1) Gubernur dapat merakukan penataan keseimbangan jumlah usaha pariwisatadengan kondisi sosial, budayi, aan mgm.,gan.
(2) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rrilakukan dalambentuk pengrLruran penambah"an j"_f"f, 

"o-t " 
parirvisata.

(3) Penataan keseimbangan sebagaimana dimaksud 
.pada ayat (l) dan ayat (2)dilaksanakan berdasarkan t a;ii" Jaa.mi. J."".. independen yang akuntaber.

1\

(1) Bupati/warikota melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata dan laporan
f:*,1X,:" 

usaha pariwisata kepada ^G;;;;. 
secara periodik setiap 6 (enam)

(2) Gubernur meiaporkan has, pendaftaran usaha pariwisata dan laporan kegiatanusaha pariwisata kepada Menteri 
"."".. p..toaiffi ;;;?j;iliffil".

(3) Laporan hasil pendaftT3r., .r"+" pariwisata dan laporan kegiatan usahapariwisata sebagaimana dimaksud p"tu.v"i'(rt au" 
"y"t 1,-2}"r;fi;a. nama usaha pariwisata;

b. lokasi dan/atau kantor usaha pariwisata;
c. jumlah usaha pariwisata;
t 

i:il::'"HJ,HT|.1"*a 
pariwisata dibandingkan dengan pelaporan pada

e. penjelasan tentang h"l ..yulg menyebabkan- perubahan jumlah usaha
i*i;iffl?tr55fmana 

dimak"s"a pia. r,"*r d; kh;;ilui#'ilul ,"4uai
f. laporan kegiatan usaha pariwisata.

fil.JJ :it f T:.111,.:l ffi-.:Xi 
peraporan se bagaimana dimaksud daram pasar 2 8

BAB XI
KERTIASAMA

Pasal 30
Gubernur dapat melaksl"?k"l kerjasama dengan Kepala_ Daerah lain, Negaralain danT'atau pihak swasta aararn penyer;;;;.". usaha pariwisata untukmencapai tujuan penyelenggaraan ' t.i,rrl*?"-ut"an yang aia."".["i p.auperrrmbangan efisiensi dan efektivitas dan sdinfmenguntungkan.

(1)

Pasal 29



(2)

(1)

(2)

(3)
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Ketentuan lebih ranjut mengenai kerjasama sebagaimana dimalcsud pada ayat
{-l]. 

01.,". dengan Kepurusan Beriama aa" a-iiJ-sanai;;;;ui.;;"s""ketentuan peraturan perundang_undangan.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

BAB XTV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 84

(1)

Setiap Peng\saha pariwisLla yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimanadimaksud dalam pasal ZS dikenai j'anksi teguran tertulis pertama.
Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja seterah diberikan tegurantertulis pertama, pengusaha plriwisata tidak ,'"-"r,rhi---t .rc.rt 

"r,sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengusaha pariwisata ait.J- 
""rrt"iteguran tertr,rli s kedua.

Apabi.la. dalam jangka waktu 5 (rima) hari kerja seterah diberikan tegurantertulis kedua, pengusaha pariwisata tidak meminuhi ketentuan ;;;;g;*"""dimaksud pada avat (1) pengusaha pariwisata dikenai 
"u"k;i;";;;iertulisketiga.

Pasal 32

Setiap Pengusaha pariwis:Lta yang tidak mematuhi sanksi teguran tertulissebagaimana climaksud dalam pasal 3_1 daram jangka wattu s [?gaft".i t"rjuserelah dibe.rikan teguran terturis t<etiga, ditei.k." ;;d;--!L-fut".".,
kegiatan usaha.

Sanksi pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (l)diberikan juga kepada pengusaha pariwiszta vang tidak -."i"r."g*lr"u"kegiatan usaha secara teru" henerus untuk jangk" i""tt" o 1""-uili u,ff r, "t.,lebih.

Pasal 33
setiap Pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dan sanksipembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 terhadappelanggaran Pasal 23 . dalam j"rrgku waktu 30 (tiga puluh) hari kerja,dikenakan sanksi pencabutan TDUp.
Sanksi pencabutan TDUp sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diberikan jugakepada Pengusaha pariwisa ra yang:
a terkena sanksi penghentLan tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuanpcratllran pr:rundang_unr langan;
b tidak menyerenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangkawaktu I (satu) tahun atau lebih; atgu
c menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaranusaha pariwisata dan/atau pemutakhiran TDtJe.

(2)

(1)

(2)

Izin Tetap Usaha pariwisata yang masih berraku dan telah dimitiki pengusaha
Pariwisata sebelum ditetapkannya peraturan Daerah ini untuk sementaradiperlakukan sama dengan 'IDUp.

(1)
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(2)

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai ber
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Usaha Jasa
Lampung Tahun 2015 Nomor 4) dicabut d

Pengusaha Pariwisata yang memiliki Izrn Tetap Usaha pariwisata sebaqaimanadimaksud pada ayat (r), wajib mengajukan i"r,,"r,o.r",, p."alti"ili""."r,"pariwisata dan memiliki.TDUp dalamlingka wattu pamj rI*. i-i""i"t ,^r,""sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan. . -
(3) Semua ketentuan yang mengatur me genar wlsata yang sudah ada sebelumdiundangkan Peraturan Daerah i i, . tetap berlaku sepanjang tidakbertentangan dengan Peraturan Daer 1n1.

BAB

KETENTUAN ENUTUP

Pasal 5

PFtj
arl d

I

, Peraturan Daerah provinsi Lampung
alanan Wisata (Berita Daerah provinsi
inyatakan tidak berlaku.

I Petunjuk Pelaksanaan dari peraturan oaLrah ini wajib ditetapkan paling lama6 (enam) bulan sejak diundangkan peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar .setiap orang mengetahuinya, 

_ menrerintahkan pengundangan
Daerah ini dengan penempatannya dalam i,:mbaran Daerah Frovinsiian

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2! les eirb er

Pera tu:' .li-.

pul,.:;.

20t7

a

Ir. SUTONO. NII,I
Pembina Utama Madya

NIP. 19580728 198602 1002

I GUBERNURLAMPUNG,

ttd

M.RIDHO FICARDO

Salinan sesuai engan aslinya
KEPALA BI O HUKUM,

s. M.
Pembina Utama Mucli

(a

NIP. 196 J0428 199203 I 003

i

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR..?5...
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAII PROVINSI LAMPUNG (. 2?.. /j.N,, l:;c. ;;..1

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal D nes sl.ber ,2OlZ

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

trd



PENJELTSAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PP=O\IINSI LAMPI'NG
NoMoR 25 TeHUu 2otz

TENTANG
PEI{YELENGGARAAN USAIIA PARTUISATA

I. UMUM
Usaha pariwisata nerupakan sarah satu aspek pembangunan di bidangekonomi yang mampu. mempercepat perkembangan perekonomian daerah dankesejahteraan masyarakat pro'insi r,"rr.p"ng y.t g memiliki potensi pariwisata.Provinsi Lampu,g sebagai salah _satu piovirisi- y"ig -"-i[ti 'p",."", pariwisatadi Indo,resia, mrl':a setiap pemangku kepentingan iniustri di-i";;;;aka usahapariwisata harus diselenggarakaniecara terintEgra"i a.ngarr ...r"uriul"-u"rrgrr.r*pariwisata, baik nasional maupun daerah.
Penyelenggaraan usaha pariwisate, 'di provinsi Lampung perru dibangunsecara. terpadu, mengingat- po_tensi pariwisata Lampung y""g tJr"it* di seruruhwilayah Provinsi Lampung, baik di wiiayah daratan ,rrurrpr., wiiayafi ai. aan Uut.Potensi berupa daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasiwisata, jasa perjalanan wisata jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi,penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, p""vJrJ"sg;;'perremuan,perjalanan inse.rir, konrerensi, dan pameran, i".i iriro.-Ei !r.i*i"rt", ir",konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisatr tirta; dan spa memeriukanpenataan guna menjamin pemerataan akses dan pe.rg.muang'arrnya. provinsi

Lampung juga mem iki potensi wisata pengeioraan pemardian air panas alami, goabersejarah, pengelolaan peninggalan 
".i"."i dan purbakala, pengelolaan museum,pengeloraan permukiman dan/atau lingkungan adat, pengerorl."'"t:"t ,i.rah; danwisata agro.

Usaha pariwisata seperti biro perjalanan wisata, agen pedalanan wisata,restoran, rumah makan,. jasa boga, pusat penjgalg _uLi"u"'1oi"fr_oi.t 1, hot.t,pondok rvisara, rumah wisata, clan mbtel sudah berkemb;il;;d;'b"ik, ,r"mu,memerlukan p'ustaan guna mendukung pembangunan pt i-i""t" usahapariwisata di Daerah.

- Provinsi Lampung ju^ga_ telah menetapkan peraturan Daerah provinsi
Lampung Nomor 6 Tahun_201.1 tentang Kepariwisataan dan peraturan DaerahProvinsi Lampung Nomor 6 Tahun zotl tentang Rencana Induk pembangunan
Pariwisata Daerah (RIppDA)_ provinsi Lampung sebagai instrumen regulasipembangunar, pariwisata di Daerah. Namun aei-ritia.r, "r.g"i..i t....uut perrudidukung dengarl regulasi di biciang penyelenggaraan usaha pariwisata di provinsi
lampyng, sehingga Peraturan Daeratr tentang Fenyelenggar".r, u".rr. p*i*isata diDaerah ini perlu ditetapkan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas

I
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Pasal .5

Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup ielas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jeias.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cr,rkup -jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 2 1

Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jeias.

Pasal 24
Cr.rkup jelas.
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Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27 $

Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 3 i
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup je1as.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINST LAMPUNG NOMoR ,.fi.\.......


